
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

tentang
Republik
Lembaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Stategis
Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH
TAHUN 2023 - 2026

TENTANG

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

BUPATI BULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mengingat

Menimbang



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4689);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
_ 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2022 Nomor 2);

22.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2009 Nomor 17);

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah ten tang Rencana pembangunan Jangka
Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

17.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

14.

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai
Utara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2023-
2026.

6. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025.

7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-
2026.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGJS
PERANGKATDAERAHTAHUN2023-2026.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2023-2026, (Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 17);

24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor
12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21
Tah~n 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara
Tahun 2011 Nomor 21);
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Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
a. Renstra Sekretariat Daerah;
b. Renstra Sekretariat DPRD;
c. Renstra Inspektorat Daerah;
d. Renstra Dinas Daerah terdiri dari :

1. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
3. Renstra Dinas Kesehatan;

Pasal5

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV
BABV
BABVI
BABVII
BABVIII

(1) Renstra-PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN;
BABII GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH;
BABIII PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH;
TUJUANDANSASARAN;
STRATEGIDANARAHKEBIJAKAN;
RENCANAPROGRAMDANKEGIATANSERTAPENDANAAN;
KINERJAPENYELENGGARAANBIDANGURUSAN
PENUTUP.

Pasa14

BABIII
SISTEMATlKARENSTRAPERANGKATDAERAH

(2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang
selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan
RKPD.

(1) Renstra-PD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2023-
2026.

Pasal3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026.

Pasal2

BABII
KEDUDUKANRENSTRA
PERANGKATDAERAH

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra-PD Tahun 2023-2026.

Pasal7

BABrv
PENGENDALIANDANEVALUASI

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksananakan Renstra-PD dalam rangka
mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam RPD Tahun
2022-2026.

4. Renstra Dinas Sosial;

5. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
7. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi1;
8. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
10. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian,

Perdagangan;

12. Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
13. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Renstra Dinas Perhubungan;

15. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup;
16. Renstra Dinas Ketahanan Pangan;
17. Renstra Dinas Pertanian;
18. Renstra Dinas Perikanan:
19. Renstra Dinas Perpustakaan;

e. Renstra Badan Daerah, terdiri dari :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan

Pengembangan;
2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Renstra Badan Pendapatan Daerah;
4. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Renstra Kecamatan terdiri atas :
1. Renstra Kecamatan Danau Panggang;
2. Renstra Kecamatan Babirik;
3. Renstra Kecamatan Amuntai Tengah;
4. Renstra Kecamatan Amuntai Utara;
5. Renstra Kecamatan Amuntai Selatan;
6. Rentra Kecamatan Sungai Pandan;
7. Renstra Kecamatan Sungai Tabukan;
8. Renstra Kecamatan Banjang;
9. Renstra Kecamatan Haur Gading;
10. Renstra Kecamatan Paminggir;

g. Renstra Rumah Sakit Pambalah Batung

Pasa16

6



BERITADAERAHKABUPATENHULUSUNGAIUTARA
TAHUN2022 NOMOR2\

SEKRETARIS DAE
HULU SUNG

/

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal '1(:, 1,,\\ '10,"1.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal ~ It l \ 'l.o2'1.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Utara.

Pasa18

BABV
KETENTUANPENUTUP

(2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan.
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